
GUBERNUR GORONTALO

PEMTURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 59 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBERLAKUAN SECARA MUTATIS MUTANDIS PEMTURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 25 TAHUN 2O1O TENTANG PENGHTruNGAN DASAR PENGENMN PA]AK

KENDARMN BERIVIOTOR DAN BEA BAUK NAMA KftNDARMN BERTVIOTOR

Menimbang

GUBERNUR GORONTALO,

: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 17 Ayat 1 peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2010 tentang
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, maka untuk efeKifitasnya
perlu memberlakukan secara mutatis mutandis peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 2AL0;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, perlu menetapkan peraturan Gubernur tentang
Pemberlakuan se@ra Mutatis Mutandis peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 25 Tahun 2010 tentang penghitungan Dasar
Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor Tahun 2010.

1. undang-undang Nomor 38 Tahunr 2000 tentang pembentukan

Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4060);

2. undang-undang Nomor 32 Tahun 2oo4 tentang pemerintahan

Daerah, (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun za04
Nomor 125, Tambahan Lembaranr Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana terah tleberapa kali diubah terakhir
dengan undang-Undang Nomor L2 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2oM
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
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3. undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Laru Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negana Repubrik Indonesia Tahun
2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5025 ) ;

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Rupublik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 50a9) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2oo7 tentang
Pembagian Urusan pemerinllah Antara pemerintah,

Pemerintahan Daerah provinsi dan pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kob (Lembaran Negara Repubfik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan l-embaran Negara Republik
Indonesia Nomor aB\;

6. Peraturan Daerah provinsi Gorontalo Nomor 1g Tahun zoo2
tentang Pajak Kendaraan Bermotorr dan Kendaraan di Atas Air
(Lembaran Daerah provinsi Gororrtalo Tahun 2002 Nomor 01
Seri B );

7. Peraturan Daerah provinsi Gorontalo Nomor 19 Tahun 2oo2
tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di
Atas Air (Lembaran Daerah prov'insi Gorontalo Tahun zo02
Nomor 02 Seri B );

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 2010 tentang penghitungan Dasar pengenaan pajak
Kendaraan Bermotor dan Bea Balik lNama Kendaraan Bermotor.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GoRoNTALo TENTANG pEMBERI-AKUAN
SECAM MUTATIS MUTANDIS PERATURAN MENTERI DATAM NEGERI
NOMOR 25 TAHUN 2O1O TENTANG PENGHTruNC'AN DASAR
PENGENMN PAJAK KENDARMN BERT\IOIOR DAN BEA BAuK NAMA
KENDERMN BERMOTOR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
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1. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta
gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan

digerakkan oleh peralatan teknik trerupa motor atau peralatan

lainnya yang berfungsi untuk mengulnh suatu sumber daya energi
tertentu menjadi tenaga gerak Kendaraan bermotor yang

bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang

dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak

melekat secara permanen serta Kendaraan bermotor yang

dioperasikan di air.

2. Kendaraan Bermotor Angkutan umum adalah setiap kendaraan
yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan
dipungut bayaran.

3. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat pKB, adalah
pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan bermotor.

4. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat
BBN-KB, adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan
bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan

sepihak atau keadaaan yang terjadi karena jual beli, tukar
men u kar, h ibah,warisa n,atau pemasukan kedalam badan usaha.

5. Kendaraan bermotor ubah bentuk adalah Kendaraan bermotor yang
mengalami perubaha n teknis dan/ataur serta penggunaanya.

6. Alat-alat hrat dan alat-alat besar yang bergerak adafah alat-alat
berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan
roda dan motor dan tidak melekat seclra permanen.

7. Nilai Jual Kendaraan Bermotor,yang selanjutnya disingkat NJKB,
adalah Harga Pasaran umum atas suatu Kendaraan bermotor.

8. Harga Pasaran Umum, yang seranjutnya disingkat Hpu, adalah
harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang
akurat.

9. Tahun Pembuatan adafah tahun per,akitan dan/atau tahun yang
ditetapkan berdasarkan registrasi ctan identifikasi oleh pihak
berwenang.

10. umur rangkalbdy adarah umur kenctaraan bermotor di air yang
dihitung dari tahun pembuatan rangka/ body.

ll.umur Motor adalah umur motor kendaraan bermotor di air yang
dihitung dari tahun pembuatan.
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BAB II

PENGHTruNGAN DAN PENETAPAN

DASAR PENGENMN PKB DAN BEIN-KB

Pasal 2

Penetapan Perhitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Roda Dua yang dirubah

bentuk atau dirakit sedemikian rupa, malia besarnya nilaijual ditambah

sebagai berikut :

a. Tahun pembuatan 2010 sebesar Rp. 2!.500.000,-

b. Tahun pembuatan 2009 sebesar Rp. 11.000.000,-

c. Tahun pembuatan 2008 sebesar Rp. 1..500.000,-

d. Tahun pembuatan 2007 ke bawah setresar Rp. 1.000.000,-

Pasal 3

Dasar penggenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama
kendaraan bermotor terhadap jenis, rnerek dan tipe yang belum
tercantum dalam lampiran dan tambahan lampiran Peaturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2010 ditetapkan :

a. Untuk tahun pembuatan terbaru nilai jualnya ditetapkan 10 o/o

dibawah harga kosong (otr the road) atau ZL,s o/o dibawah
perkiraan harga isi (on the road).

b. untuk tahun pembuatan yang lebih tua nilai juarnya ditetapkan
berdasarkan HPU atau dengan membandingkan jenis, merek, tipe,
isi, silinder, dan tahun pembuatan dari negara produsen yang sama.

Pasal 4
Dasar pengenaan pajak kendaraan berrmotor dan bea balik nama
kendaraan bermotor terhadap jenis, rnerek, dan tipe yang telah
tercantum dalam lampiran dan tambahan lampiran peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2010 ditetapkan :
a. untuk tahun pembuatan lebih baru nilai jualnya ditetapkan dengan

penambahan 5 o/o (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun
sebelumnya;

b. untuk tahun pembuatan lebih tura nilai jualnya ditetapkan
berdasarkan nilai jual tahun pembuatan terakhir sebagaimana
ditetapkan dalam lampiran peratunan Menteri Dalam Negeri
tersebut dengan penurunan 5 o/o (lima persen) setiap tahun dengan
maKimal penurunan 5 tingkat atau disesuaikan dengan HpU yang
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Pasal 5
Untuk kendaraan yang lakukan perubahan mesin atau ganti mesin
penentuan dasar pengenaan PKB dan BllN-KB didasarkan pada merek,
type, mesin dan tahun pembuatan terbaru sesuai NJKB yang berlaku;

Pasal 6
Menugaskan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo untuk
melaksanakan Peraturan ini dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur

Gorontalo

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, peraturan Gubernur
Nomor 31 Tahun 2009 tentang Penghiturngan Dasar pengenaan pajak

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun
2009, dicabut dan dinyatakan tidak berlakru;

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggar diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Gorontalo.

BERITA DAEMH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2O1O NOIVIOR 59
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aansanggar@gmail.com
Typewritten text
27 April 2010

aansanggar@gmail.com
Typewritten text
27 April 2010


